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BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

l\TrH'''OR B TAUT TN 2() 1 ~ "-,,,--,.&..1 7 ..l.l.'l.....JJ. V.L~ 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPA1'I TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2013 
TENTANG PENJABARA A GGARA ENDAPATA DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATE TASIKM L YA T HUN AN GO RAN 013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI T IKMALAY , 

Men"m bang : a" bahwa sehubungan dengan diterimanya bantuan keuangan 
dari Pemerintah Provin s i Jawa Barat, alQkasi sementara Dana 
Bagi asil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Penyesuaian 
Pendidikan dari Perne intah, serta pergeseran beberapa objek 
dan rincian objek dalarn jenis belanja yang sarna, setelah 
ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Mengingat 

ornor 1 Tahun 20 13 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nornor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran 
I\nggaran Pendapatan dan Relanja Daerah Tahu Anggaran 
2013, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati 
T,:; siKmalaya dimaksud ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud 
dalam h ruf a, perlu meneta pkan P xaturan Bupati 
Tasikmalaya tentang Perubahan Atas eraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 20 13 ten tang Penjabaran 
Anggar~ Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahu n Anggaran 2013. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten ang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Un ang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalarn 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomo~ 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 
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diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keernpat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
menjadi Undang-Undang (L"'mbaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 ten tang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana teJah diubab dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ten tang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tamhahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 35 9 ); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik In d nesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 385] ); 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten tang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tah n 1999 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Rep blik Indonesia Nomor 3854), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 ten tang Per baha! Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Re ublik Indonesia Tabun 2001 
Nomor 134, Tarnbahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 4 150); 

6 . Undang-Undang omo 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambah Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 4286); 

7 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Ne ara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik ndonesia ornor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 ahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan 
Lembaran Negara R ublik Indo.nesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

12. Undang-Undang NQmor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049) ; 

13 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tam ahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 ten tang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 536 1); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ten tang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
embaran Negara Republik Indones ia ornor 3098), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 20 12 tentang 
Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Ta un 1977 ten tang Perat ran Gaj i Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 32}; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
K udu du kan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2000 
Nomor 210 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (LeID_baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapakali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Tndonesia Tah u n 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nornor 137) Tambahan Lembaran Nega ra Repu blik 
Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diu bah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nornor 110 , Tambahan Lernbaran Negara Repuhlik Indonesia 
Nomor 5155); 

21. Peraturan Pemerin Nornor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara epublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

22. Peraturan Pemerin tah Nomor 65 Ta h un 2005 ten tang 
Pedoman Penyu sunan dan P netapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran . . egara __ enublik Indonesia T~ h un 2005 
Nornor 150, Tamb an Lembaran egara Repub ik Indonesia 
Nomor 4 S8S) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ten tang Desa 
(Lern aran Negara Republik Indonesia Tah n 2005 

ornor 158 , ahan baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4587); 

24. Peraturan Pemerintah omor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedornan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia omor 4593); 

25. Peratu ran Pemerintah om or 6 Ta hun 2006 tentang 

Peng olaan Barang Milik garajDaerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia ah n 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah 
Nornor 38 Tahun 2008 tentang Peraturan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ten tang Pengelolaan Barang 
Milik Negaraj Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun Nomor 4855); 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang 
Pelaporan Keuangan dan Kinetja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25~ Tambaha..'1 Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 4614); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan an tara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabu paten j Kota (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tah u n 2007 Nomor 82, Tam bah an Lembaran Negar a epublik 

Indonesia Nomor 4737); 
29. Peraturan Pemerin tah Nomor 39 Tahun 2007 te tang 

Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan. Lembara Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

30. Peraturan Pemerin tah Nomor 7 Tahun 2008 ten tang 
Dekonsentra i dan Tuga Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tah n 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indo esia Nomor 48 16); 

31 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890) 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tabun 2009 ten tang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah 
d iubah dengan Pera turan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahu n 200 tentang Bantua Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 195, Tanlbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 535 1); 

33. Peraturan Pemerin tah Nomor 19 Tahun 2010 te ntang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 25, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
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Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4209); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ; 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 11 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indones ia Nomor 5219); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

38. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 10 ten tang Pengadaan 
Barang/ J asa Pemerin tah se bagaimana telah be berapakali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 201 0 tentang Pengadaan Barang/jasa 
Pemerintah (Lembaran N gara Republik Indonesia 
Tahun 20 12 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5334); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keu angan Daerah ebagaimana 
telah diu bah beberapa kali terakh ir dengan Peratu ran Menteri 
Dalam Neg ri N mor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Neg ri Nom r 13 Tahun 
2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

40 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
ten tang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peratu ran Kepa la Daerah ten tang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana te1ah 
diubah dengan Peraturan enteri Dalam Negeri Nomor 16 
Tahun 2007 tentang Ta ta Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan Rancangan Per turan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

42 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Be1anja 
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Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara 
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana 
Operasional; 

43 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 
ten tang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, 
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik; 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 
ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahu n Anggaran 2013; 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahu n 2012 
ten tang Pedoman Penge101aan Investasi Pemerintah Daerah; 

48. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 
41/PMK.07 / 2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi 
Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada 
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013; 

49 . Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 
42/ PMK.07/2013 ten tang Pedoman Umum dan Alokasi Dana 
Tambahan Penghasila n Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 
Anggaran 2013; 

50. Peratu ran Ment ri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 
44/ PMK.07/2013 ten tang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil T mbakau Tahun Anggaran 2013; 

51. Peraturan Gubernu r Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2012 
ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahu n Anggaran 20 13 

52. Peratu ran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 
Tahu n 2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya pada PT. Bank Pembangunan Jawa 
Barat; 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 
Kabu paten Tasikmalaya pada PD. BPR Kabu paten 
Tasikmalaya; 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 
Tahun 2007 ten tang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya pada PDAM Tirta Sukapura 
Kabupaten Tasikmalaya; 
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55. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 
Tahun 2007 ten tang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya pada PDUP Kabupaten Tasikmalaya; 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabu paten Tasikmalaya; 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 
Tahun 2008 ten tang Sekretariat Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya; 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 
Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 
Tahu n 2012 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahu n 2008 
ten tang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

60. Peraturan Daerah Kabtupaten Tasikmalaya Nomor 16 
Tahun 2008 ten tang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
Kabu paten Tasikmalaya; 

61. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 
Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Ta sikmalaya 
sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahu n 20 12 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupa ten Tasikmalaya 
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten 
Tasikmalaya; 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 
Tahun 2008 tentang Kecamatan d i Lingkungan Pemerintah 
Kabu paten Tasikmalaya; 

63 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 20 13 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2013. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 
2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 
ANGGARAN 2013. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Ta sikmalaya Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013, yang te1ah d iundangkan dalam 
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Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 1 tanggal 14 Januari 
2013, diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri atas : 
1. Pendapatan: 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 70.035.383.000,00 
b. Dana Perimbangan Rp. 1.410.945.756.588,00 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah .:...:R""'pc.:..... __ .....:6=0::...,;1::...! . ....;:;.1=2=9.:..:.2::....o7--"7...:..9.;::c.6::::..7.:....;,z..:::0=.0 

Jumlah Pendapatan Rp. 2.082.110.417.555,00 

2. Belanja: 
a . Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 1.314.463.844.954,48 
2) Belanja Bunga Rp. 0 ,00 
3) Belanja Subsidi Rp. 0,00 
4) Belanja Hibah Rp. 88.067.400.000,00 
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 11.265.413.000,00 
6) Belanja Bagi HasH Rp. 9.276.334.932,70 
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 76.298.069 .740,00 
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 5.004.04 1.000 100 

Rp. 1.504.375.103.62 7,18 
b. Be1anja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 48.269.125.600,00 
2) Belanja Sarang dan Jasa Rp. 203 .896.29 1.728,00 
3) Belanja Modal Rp. 395.653 .234.377 150 

p . 647.818.651.705250 
J umlah Belanja Rp. 2 . 152. 193.755.3 32268 
Surplus I ( efis't) p . (70.0 83.337.777,68) 

3. Pem biayaan : 
a. P nerimaan Rp. 74. 106.527 .027,68 
b. Pengeluaran Rp. 4.023 .189.250 100 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 70.083.337.777,68 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan Rp. 

2. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan 
Bupati ini. 

3. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan 
Bupati ini. 

4. Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 
angka 3 meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 3 April 2013 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

NIP. 196 112 17 198305 100 1 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal '} ip;d l t 2013 

r BUPATI TASIKMAL~YAI 

j...J UU RUZHANUL ULUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 20 13 NOMOR 



NOMOR 
·URlIT 

1 

1. 1 

1 . 1 . 1 

1 . 1.2: 

1. 1. 2: 

1. 1. 4 

1 . 2 

1. 2 . 1 
1. 2. ~ 

1. 2 . 3 

1 .3 

1. 3. 3 

1. 3 .4 
1. 3. 5; 

2 

2 . 1 

2 . 1. 1 
2 . 1. 4 
2 . 1. 5 

2 . 1. 6 
2 . 1. 7 

2 . 1. 8 

2.2 

2 . 2 . 1 
2 . 2 .2 
2 . 2. 3 

l.amlJiran I Peraturan BupClti 

NomCir : 9 TAHUN 2013 

Tang~lal : 3 Apri l 2013 

PEMERunAH KABLIPATEN TAS](KMlALA"fA 

RII'4GKASAN PENlABARAN PERGESERAN APS'D 
TAHUN ANGGARAN 2013 

i 

URAIAN 
SEI3ELUM PERGESERAN SETEI.AH PERGESERJ~N 

JlIMLAH (Rp) 
i 

BERTAMBAH I (BERKILIRANG) -----T---(Rp) % 
-+--

:2 
---------!- 3 b " =t= 5:=4 - 3 6 

l'ENI)APAlfAN 

PENDAF'ATA.N ASI.I DAERAIH 

Hasil Pajak Daerah 
Hasil Retribusi DCierah 
HasH Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
Lain-lain Pendapatan i~1i Daerah yang Sah 

DANA PERIMBANGAN 

Bagi Hasil Pajak/Bagi HasH Bukan Paja ~: 

Dana JlJokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus 

LA.IN-UIIN I)ENDI~PA'rAN tlAEl1tAH Y,l\NG SAH 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pernerintah Daerah Lainnya 
Dana Penyesuaian dan Otonorni Khusus 
Bantuan Keuanga,n dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 

BEUINJA 

BELANJA TIDAK I.ANGSUNf" 

Belanja Pe!lawai 
Belanja Hibah 
Belanja Bantuan Sosial 
Belanja Bagi Hasil kepada ProvinsijKabupaten/Kota dan Pemerintah De~:a 

Belanja Bantuan Keuangan ~:epada Provinsi/Kabupaten/Kota / Pemerintahan Desa 
dan Partai Politik 
Belanja Tidak Terduga 

BELANJA LANGSlING 

Belanja P€!lawai 
Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Modal 

. 

1.519.813.246.799,00 --------
70.035.383.000,00 

20.779.838.000,00 
24.816.183.000,00 
13.485.853.000,00 
10.953.509.000,00 

1.408.275.393.000,00 

83.343.144.000,00 
1.225.934.879.000,00 

98.997.370.000,00 

41.502.470.799,00 

41.072.470.799,00 
0,00 

430 .000.000,00 

1.589.896.584.576,68 

1.162.983.128.459,18 

973.071.8-69.786,48 
88.067.4GO.000,00 
11.265.413.000,00 
9.276.334.932,70 

76.298.069.740,00 

5.004.041.000,00 

426.913 .456.11:1,50 
-- .-."------ ,---,,----- ------

43.694.116.600,00 
159.346.202.640,00 
223.873.136.871',50 

2.082. 110.417.5!;5,OO 

70.035.383.000,00 

20.779.838.000,00 
24.816.183.000,00 
13.485.853.000,00 
10.953.509.000,00 

56:2. 297. 170.756,00 I 3?,00 

0,00 I 0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1.410.945.756.5H8,OO :2.670.3635 88,00 0,19 __________________________ . . ________ ._ '-0-------- _____ _ 

86.013.507.5H8,OO 2.670.3635 88,00 3,20 
1.225.934.879.000,00 0,00 0,00 

98.997.370.000,00 0,00 0,00 

601.129.277.967,00 

41. 072.470.799,00 
340.901.775.168,00 
219.155.032.000,00 

2.152.193.755.332,68 

1.504.375.103.6:17, l!! 

1.314.463.844.% 4,41l 
88.067.400.000,00 
11. 265.413.000,00 
9.276.334.932,70 

76.298.069.740,00 

559.626.807.168,00 
..... - - .... -.. ·-·-t ··· 

0,00 
340.90:l.775. 168,00 
218.72S.032.000,OO 

:L.34!!,42 

0,00 
0,00 

50.866,29 

562 .297 . 170 . 756,1~0 35,37 - - - - --- - - - -----
341.391.975.168,00 29,35 

341.391.975.168,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

35,08 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

.. _. ···64~~ ~~::~~~~ ~:;~:~~ · 1 -·· .- .. ···22·0:9·os·.-i 9-5 :58~~;;;· .j ...... -... _ .... "5~~:-
48.269.125.600,00 

203.896.291.728,00 
395.653.234.3;77,50 

4.57S.009.000,OO 
4 4.550.089.088,00 

171.780.097.500,00 

10,47 
27,96 
76,73 

RINGKASArI PENJABARAN PERGESERAN APSD 

IJIWIiIIII!II!n 

Halaman 1 

I 



NOMOR URAIAN 
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) 

URUT SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) 0/0 

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 

SURPLUS I (DEFISIT) (70 .083.337.777,68) (70.083.337.777 ,68) 0,00 0,00 

3 PEMBIAYAAN DAERAH 

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 74.106.527.027,68 74.106.527.027,68 0,00 0,00 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

3 . 1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 74.106.527.027,68 74. 106.527.027,68 0,00 0,00 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.023.189.250,00 4.023.189.250,00 0,00 0,00 i 
- - - - - - - - - - - - - - -

3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 

3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 523.189.250,00 523.189.250,00 0,00 0,00 

PEMBIAYAAN NETTO 70.083.337.777,68 70.083.337.777,68 0,00 0,00 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 

S'"9,,,,ma, 3 Aphl 201
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P UU RUZHANUL ULUM 

RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD 
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